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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG 
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026  
    

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance), bersih, dan berwibawa maka di pandang perlu untuk menetapkan 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan 
arah kebijakan, target capaian, serta langkah-langkah strategis yang terstruktur 
dan terukur guna mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan di 
lingkungan KPU Kabupaten Nagekeo. 

  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6863); 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 
Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374); 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi   Pemilihan   Umum   Provinsi   dan   Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 



 
 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 826); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2026 
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026; 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi 
tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 

CATATAN : - 

- 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2026. 
Lampiran 15 Halaman.  

 


